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CATATAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015, Menteri
Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri- Keuangan Nomor
13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 2 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 22, TLN 5280); Perpres No. 71
Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Perpres No. 30 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 55);
Permenkeu RI No. 13/PMK.02/2013.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara diubah
sebagai berikut:

Pasal 2 diubah yaitu tentang besaran satuan biaya yang digunakan untuk Biaya
Opersional dan Biaya Pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan
perencanaan, perssiapan, pelaksanaan, dan penyerahanhail mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya.

Lampiran Il dihapus.

Mengubah Lampiran Il Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013
tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembagunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Januari 2016.



